SALINAN
PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR

NOMOR 9 TAHUN 2018

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR
NOMOR 67 TAHUN 2015 TENTANG KEBIJAKAN AKUNTANSI

Menimbang

Mengingat

PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

bahwa untuk menyempurnakan perhitungan Piutang
dan Pendapatan Laporan Operasional , perlu dilakukan
perubahan terhadap Peraturan Gubernur Kalimantan
Timur Nomor 67 Tahun 2015 tentang Kebijakan
Akuntansi;

bahwa  berdasarkan  pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan
Gubernur tentang Perubahan Kedua atas Peraturan
Gubernur Kalimantan Timur Nomor 67 Tahun 2015
tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Provinsi
Kalimantan Timur;

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang
Pembentukan Daerah-Daerah Otonom Provinsi
Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan
Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1956 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 1106);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4286);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
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Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4400);

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua
Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan  Keuangan Badan Layanan Umum
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
Nomor48, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah
terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun
2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah
Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan
Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2012 Nomorl71, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor5340);

Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang
Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4575);

Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang
Hibah Kepada Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4577);

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang
Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006
Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4614);
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Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang
Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);

Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang
Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2011 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5219);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah,
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21
Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Pedoman Pengelolaan KeuanganDaerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011
tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial
Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 450) sebagaimana telah diubah beberapa kali
dan terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 14 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011
tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial
Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016
Nomor 541);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013
tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan
Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1425);

Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 13
Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan
Keuangan Daerah (Lembaran Daerah  Provinsi
Kalimantan Timur Tahun 2008 Nomor 13);

Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 67
Tahun 2015 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah
Provinsi Kalimantan Timur (Berita Daerah Provinsi
Kalimantan Timur Tahun 2015 Nomor 67), sebagaimana
telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan
Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 86
Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan
Gubernur Kalimantan Timur Nomor 67 Tahun 2015
Tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Provinsi
Kalimantan Timur (Berita Daerah Provinsi Kalimantan
Timur Tahun 2016 Nomor 86);
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MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR NOMOR 9 TAHUN 2018

TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN
GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR NOMOR 67 TAHUN 2015
TENTANG KEBIJAKAN AKUNTANGSI PEMERINTAH
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR.

Pasal [

Beberapa ketentuan dalam Lampiran Peraturan Gubernur Kalimantan Timur
Nomor 67 Tahun 2015 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Provinsi
Kalimantan Timur (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2015
Nomor 67) dan Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 8 Tahun 2016
tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Kalimantan Timur  Nomor 67
Tahun 2015 Tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Provinsi Kalimantan
Timur, diubah sebagai berikut :

1.

Ketentuan dalam Lampiran XI angka 9 diubah, sehingga berbunyi sebagai
berikut :

9. a. Pendapatan-LO yang berasal dari pajak / Retribusi daerah / PAD

lainnya yang ditetapkan secara official assessment pada saat di
terbitkan Surat Ketetapan Pajak Daerah / Pendapatan Lainnya /
Dokumen lain dipersamakan.

. Khusus Pendapatan LO PKB dan BBNKB diakui pada saat timbulnya

hak yaitu saat pendaftaraan yang diikuti dengan penetapan pajak
berupa penerbitan SKPD / dokumen lain yang dipersamakan

Ketentuan dalam Lampiran XIII angka 37 diubah, sehingga berbunyi
sebagai berikut :

37.a. Piutang yang timbul karena ketentuan perundang undangan seperti

pajak dan retribusi daerah diakui setelah diterbitkan surat ketetapan
atau saat terbitnya surat ketetapan yang menetapkan kekurangan
atas realisasi pembayaran pajak / retribusi / PAD lainnya atau surat
tagihan.

. Pengakuan piutang pajak kendaraan bermotor (PKB) dan bea balik

nama kendaraan bermotor (BBNKB) diakui pada saat pendaftaran
yang diikuti dengan penetapan pajak berupa penerbitan SKPD/
dokumen lain yang dipersamakan namun aliran sumber daya
ekonomi belum diterima oleh entitas.

Ketentuan BAB 1V Ketentuan Peralihan Pasal 6 diubah, sehingga berbunyi
sebagai berikut :

Pasal 6

Kebijakan Akuntansi ini mulai berlaku untuk penyusunan dan laporan
keuangan Pemerintah Daerah Tahun 2017,
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Pasal I
Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan

Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi
Kalimantan Timur.

Ditetapkan di Samarinda
pada tanggal 20 Maret 2018

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,
ttd

DR. H. AWANG FAROEK ISHAK

Diundangkan di Samarinda
pada tanggal 20 Maret 2018

Pj. SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR,
ttd

Hj. MEILIANA SE., MM

BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2018 NOMOR

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT DAERAH PROV. KALTIM
KEPALA BIRO HUKUM,

H. SUROTO, SH
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19620527 198503 1 006




